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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Jurnal Ilmu
Sosial pada edisi April tahun 2010 telah terbit. Jurnal ini adalah jurnal ilmiah
ntuk ilmu sosial dan ilmu politik (JI8), diterbitkan oleh Lembaga Pengkajian
‘dan Pengembangan Tlmu Sosial-Politk (LP2SP) Fakultas llmu Sosial dan
mu Politik Universitas Cenderawasih. salah satu tujuan penerbit JIS adalah
‘untuk menyajikan analisis penomena social dan politik yang terjadi di
donesia. Kebetulan JIS terbit di “Ufuk Timur Indonesia®, maka analisis dan
refleksi mengenai fenomena social dan politik lebih menonjolkan fenomena
social dan politik mutakhir yang terjadi di Propinsi Papua. Akan tetapi 1S
fidak menutup diri bagi analisis dan refleksi social yang lebih luas. Karena
JIS akan menjadi jurnal yang selalu mewancanakan fenomena sosial dan
sofitik untuk kepentingan orang banyak, baik pada tingkat regional dan
aasional.

Pada edisi yang ada di tangan pembaca sekarang ini, JIS memuat
thagai tulisan, diantaranya, Memahami Budaya Organisasi oleh Jan Piet
in M-::-nn, Kajian Pendayagunaan Sumber Daya Alam di Desa Waromi
scamatan Biak Utara Kabupaten Biak Numfor oleh Hubertus Sangur, Hasil

= '_ an lentang lntegrﬂsr Sosial Masyarakat Multlku]tur d1 Distrik Muara

sinea Provinsi Papua oleh La Alimudin, Kajian deskriptif Mencari Teori
mba an Kampung; dalam suatu perspektif Dialogis terhadap Budaya
gal yang berbeda oleh Jack Ronsumbre, Analisis Kualitas Pelayanan
slik : sebuah studi kasus pada Program Askeskin di Puskesmas Candilama
sarang oleh Abner H. Bajri, suatu kajian krtitis dan konstruktif yang ditulis
Bernadus A. Imburi yaitu perlu adanya reformasi pada Aparatur Negara
am rangka Pelayanan Prima, kajian kelndonesia-an dengan Etika
bangsa dan bernegara oleh Wahyono, Hotlan Samosir dengan Kritikan
adap Peran DPRP Provinsi Papua, Ulasan Strategi- Pemda dalam
yelengaraan urusan Pembangunan Sosial khususnya Anak terlantar oleh
=un  Nasirin, Kajian Historis oleh Onnie Lumintang pada Pola
guasaan dan Pemilikan Hak atas Tanah pada Masyarakat Adat Arso
wa, Rollys Suryani mengemukakan perlunya upaya Pencegahan
gsakan Lingkungan dan Konflik Masyarakat Kawasan Industri melalui
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Akuntabilitas Politik dan Administratif Pemda dalam Penyelenggaraan
Urusan Ketenagakerjaan oleh Andries Lionardo, dan diakhiri dengan
keratifitas mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Uncen dengan Tulisan
yang dilombakan pada Pertemuan Nasional tentang Peranan Asean Regional
(ARF) dalam mempengaruhi Kebijakan PBB terhadap Uji Coba Nuklir Korea

Utara, maka semakin membuat JIS ini kolektif dan berbobot pada muatan
naskah edisi kali ini. Semuanya bisa kita simak dan ikuti pada JIS yang telah

naskah yang telah dimuat pada edisi ini. Saran dan kritik yang konstrukti
sangat dibutuhan dalam pengembangan JIS ke depan. Kiranya JIS i
bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Redaksi
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rences. situations, and locality prefences.

INDAHULUAN

Desentralisasi merupakan instrumen
g sangat penting dafam menciptakan
ses inovasi  birokrasi dan sekaligus
njadi isu sentral dalam mereformasi tata
bla pemerintahan daerah. Memabami
i makna desen-tralisasi dapat diawali
fD2 pandangan bahwa desentralisasi
ilal  upaya pelimpahan kewenangan
ppurusan sektor publik yang dilakukan
th pemeriniah pusat kepada Pemerintah
erah dalam rangka memenuhi kebutuhan
syarakat lokal flocality). Terkail dengan
sek tersebut, terdapal tiga prinsip penting
ng tidak dapat diabaikan dalam proses
-_;- ralisasi., Perfama; :-lspck harapan
asvarakat. Aspek ini berkaitan dengan
mktek, tradisi dan budaya lokal baik
ranan dan aktivitas pemerintahan daerah
aupun  hubungan antara Pemerintah
erzh  dengan  berbagai aktor lainnya
merti, masyarakat dan swasta. Adanya
.;.=' m.rer-gave:mmenmf ini memberikan
bagl masyamkal atas layanan dan

sesic has many public problem, now. The problems are abowt public ,zﬁa pﬁb.-'
Bst sch as économics, politics and governance. It was come caused by tfgﬁrf{_;gfabﬂt'-’w
2 The role of government is very imporiant 1o solute it. Government mus be 2o 3 mi-mw
o design strategic policy, especially in manpower problem. Manpowe

s by the disable of government function fo create working chance in mar
dmplementation of decertralization is not relevant with local needs. In thik
rnment must be df the cutonomy kas given aptimalily. Decentrafization can kk\“ﬁ‘k
caming the several limitation of centrally controlle national plarning by delegating greater |
bority for development plenning and management to official who are working in the field,
_ to the problems Decentralization fo regional or focal government alfows official fo
gpregate and tailor development plans and programs fo the needs ofheterogensous reginos and
ups. Local government also formulate manpower policy in local area. To get it, accountability
scal government is important instrument. Governmeni legitimacy, however, ultimaiely comes
i the people, who assign autherity to the formal government, allocate its resources and hold it
auntable. Legitimacy for the povernment must derive from the people and not from the
ditution Political accowntabifity is the ability of government 1o he resvonsive 1o individual

AKUNTABILITAS PEMERINTAH LOKAL
_ (Kajian terhadap Akuntabilitas Politik dan Administrasi
Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan)
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pengaturan dan jasa Pemerintah Daerah.
Kedwa, aspek
masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan

haubatan  dan  keterbatasan  pemerintah | |

dalam memenuhi harapannya. Dalam hal
ini, kemampuan Pemerintah Dacrah sangat
diwarnai oleh ada ftidaknya kesclarasan
pemahaman terhadap persoalan yang
dihadapi. Keriga, aspek sumberdaya yang
dimiliki masyarakat. Aspek ini berkaitan
dengan potensi daerah, baik pemilikan
faktor produksi meupun berkembangnya
tatanan potensi pembangunan dalam
masyarakat (Wibawa, 2006).

Penjefasan  di atas menegaskan
bahwa fokus pelaksanaan desentralisasi
adalah menciptakan  penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  yang  berovientasi
pada public affairs dan public interest.
Keterlibatan  para  aktor  kebijakan
diharapkan mampu menjawab persoalan
lokal yang berkembang, sekaligus mela-
kuk:m reorientasi pclal:sanaaﬂ penyﬁlﬂng‘
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garaan  pemerintahan  daerah  yang
dijalankan  berdasarkan mfg self
organizing dan inter-governmental net-
warks. H"ﬁ ini sangat penting dilaksanakan
mengingat paradigma  penyclenggaraan
pemerintahan felah bergeser dari govern-
ment menuju governance (Thoha, 2008)
Sebagai salah satu domain kajian studi
administrasi publik, makna desentalisasi
memiliki arti yang beragam. Conyers
(1983) secara legas membedakan dua jenis

desentralisasi. Pentama, devo-
lution yang berarti kewenangan politik
vang ditetapkan secara legal dan dipilih
secara lokal. Eedua, deconcentration yang
menunjuk pada kewenangan administratif
yang diberikan pada perwakilan badan-
badan pemerintah pusat di daersh
Sedangkan., menurut pendapat B.C.Smith
(1985) dalam bukunya “Decentralization :
The Territorial Dimension of the State,
difelaskan bahwa ;

“"Decentralization means both reversing
the conceniration of administration af
single centre and conferring powers of
local government. fn the study. of pofitics
decentralizaiion refers ta the lerritorial
distribuion of power. 17 is concerned with
the extent to which power and auithority
are dispread throwugh the geographical
hierarchy of the staie, and the institution
and processes  through  which  such
dispeared aeeurs. ™

Kebijakan desentralisasi membawa
konsekuensi nyata terhadap pemberian
otonomi yang lebih luas dan lebih besar
kepada  Pemerintah  Daerah  dalam
mensejahterakan  masyarakat. Termasuk
didalamnya upaya strategi dalam meng-
optimalkan skuniabilitas dan cfisiensi
penyelenggaraan pelayanan publik di
tingkat lokal dengan mengacu prinsip
“local democracy”. Hal ini penting karena
pemenintahan yang demokratis harus
mengutamakan  kepentingan rakyat dan
mensyaratkan tidak terjadinya pemusatan
kekuasaan negara atas lembaga negara
yang menjalankan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan, sehingga dapat terwujudnya
prinsip keseimbangan dalam  fungsi
pemerintahan yang berkeadilan, Penyele-

Andries Lionardo - Kajian Akuniabilifas Pol

nggaraan  pemerintahan  daerah
tercapai  dengan  adanya
organisasi Pemerintah Daerah dan optim
lisasi pelaksanaan fungsi pemerin
Penguatan organisasi pemerintahan d
menyangkut bagaimana pencrapan moe
penyelenggaraan pemerintahan daerah d
pembangunan  kapasitas  Pemerin
Daerah

Optimalisasi pelaksanaan fum
pemerintahan  menyangkut  bagaim
terciptanya  penyelenggaraan Pemeris
Daerah yang demokratis. Jika
kondisi saat ini, maka penyelen
pemerintahan daerah di Indonesia &
mengalami  pergeseran  model
structural efficiency model menjadi |
democracy model (Thoha, 2008
geseran ini menggambarkan bahwa p
lenggaraan urusan pemerintahan d
lebih kepada pemenuhan pluralitas as
masyarakat lokal. Dalam rangka
“locality” ini, maka dituntut 8 1
Pemerintah Dacrah secara nyat
penyelengearaan pemerintaban da
terorientasi kepada efisiensi, efel®
demokratisasi  pembangunan |
Dalam perspektif ini, filose
dimunculkan adalah menyang
pengelolaan  keanckaragaman, pem
paradigma politik, penekanan pa
ekonomi, dan pembeérddyadn miasss
tingkat lokal. N

Akuntabilitas Pemerintzh
juga terfetak pada aktivitas
information yang berkaitan i
kebijakan Pemerintah Daerah
fungsional scfion yang berkaris
kemampuan menilai dan @
sejumlah tuntutan (demands) 18
hadap kebijakan atau kinerja
dilakukan oleh Pemerintah
mentasi ini diperkuat oleh pe
dan lgbal (1995) yang
accountability can also reg
instrument of conirol
operated to extent that
understand and acko
ned responsibility for the res

pemahaman  selanjutnya,
pmwaienggmm
daerah aks
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for kebijakannya (Pemerintah Daerah)
emiliki tujuan dan misi yang jelas
thadap kebijakan yang telah ditetapkan.
lam ranah inilah kebijakan daerah yang
buat harus tepat sasaram, berkeadilan,
mokratis, dan akuntabel”. Prinsip pen-
o teori akuniabilitas sangat ter-gantung
igan tipologi (jenis) accoun-tablity itu
diri. Hanya saja, pem-bedaanmya ada
ik lmpiementasn teori akuntabilitas itu
".. apakah penerapannya ada pada
main government, private ataukah civil

_ Fokus kajian ini secara khusus akan
ngkaji aspek akuntabilitas politik dan
minisirasi Pemerintah Daerah dalam
-'un elanggarakan salah satu wrusan peme-
taha -riaerah, yakni bidang ketenaga-
faan. Hal ini menarik dilakukan karena
for ketengakerjaan merupakan salah
1 urusan wajib daerah yang diamanatkan
h Undang-Undang Dasar 1945, dimana
ap warga negara berhak  untuk
adapatkan kesejateraan hidup melalui
erjann yang layah. Secara empiris,
fan ini menjadi penting dianalisis karena
mgingat hampir semua negara di dunia
it ini mengalami kompleksitas terhadap
Ealah  ketenagakerjaan yang semakin
fi semakin berkembang, Melalui kajian
ptabilitas ini, Pemerintah Daerah di-
mampu menyelengpgarakan ury-
pemerintahan seefektip mungkin guna
nenuhi kepentingan masyarakat lokal
aiity) dan terwujudnya public affairs di

R
=

Di tingkat pemerintahan nasional,
oalan utama akuntabilitas politik sektor
magakerjaan  menyangkut persoalan
licy making” yang menyangkut lemah-

. kehendak politik (political wiil)
grintah uniuk merumuskan peraturan
'--1 yang pas untuk meng-

|r kq:etmgan siakeholders  ke-

jaar ini dapat dilibat dari

5 Unc!angulJmﬁng Nomor 13 Tahun

;miang Ketenapakerjaan yang dibuat

) atas  Undang-Undang

or 25 Tahun 1997 masih belum
penuhi hak-hak normatif masyarakat
wja dan lebih menguntungkan pelaku

bisnis dan industri. Regulasi ini menyai
konflik yang cukup mendalam di kalangan
masyarakat pekerja. Di beberapa bagian
dan amanat regulasi ini yang semula
menguntungkan pekerja untuk memperoleh
hak-hak normatifnya akhirnya mendapat-
kan tekanan dari pelaku bisnis dan industri.

Konflik yang timbul dari repulasi ini
ditandai dengan aksi demonstrasi bersama
secara masional dalam rangkas menentang
produk legislasi kelenagakerjaan tersebut,
bahkan kelompok Aliansi Buruh Meng:
gugat mengancam akan terus melakukan
aksinya hingga tuntutan mereka dipenuhi
(Kompas, Maret 2008). Aksi ini akhimya
melatarbelakangi lahirnya SKB (surat
Keputusan Bersama) Empat Menteri
(Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri,
dan Menteri Perdagangan) pada tanggal 22
Oktober 2008, Namun demikian, SKB ini
justru menuai profes masyarakat pekerja
karena mengamanatkan kenaikan upah
berdasarkan pada kehendak pasar. Pe-
ngusaha bebas melakukan kenaikan upah
tergantung situasi ekonomi. Bagi pekerja
regulasi ini menunujukan masih rendahnya
komitmen pemerintah untuk mensejah-
terahkan buruh.

Masalah  kontemporer  ketenaga-
kerjaan Indonesia juga masih menyangkut
beberapa pokok persoalan pelaksanaan
kebijakan yang terkait dengan “policy
execufing” (akuntabilitas  administrasi).
Persoalan tersehut secara  gars  besur
dijelaskan Rekson Silaban (2009) kedalam
beberapa persoalan dasar. Pertama, ling-
ginya jumlah populasi, penggangguran dan
jumiah angkatan kega. Kondisi ini
merupakan cermin dan potret kegagalan
pemerintah  pusat dalam menciptakan
program-program  ketenagakerjaan yang
berbasis  kerakyatan dalam mengatasi
tingkat pengangguran yang semakin hari,
semakin sulit diturunkan. Angka pengang-
guran di Indonesia saat ini sudab relatif
tingei, bahkan sudah masuk kedalam
standar intemmsional. Tidaklzh berlebiban
jika kondisi ini telah menghamarkan
masalah  pengangguran  di  Indonesia
mencapgi  link yang mengkhawatirkan.
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Tabel 1 : Populasi dan Tingkat Pengangguran di Indonesia

Indonesia. Indonesia cukup berhasil
dalam menurunkan angka kelahiran
dan kematian secara berkesinam-
bungan, tetapi hal ini justm
berdampak pada pertumbuhian
penduduk usia kerja yang javh lebih
cepat  dari pada  pertumbuhan
penduduk secara keseluruhan. Fakta
ini menunjukkan tekanan kuat dalam
sisi penyediaan tenaga kerja. Di sisi
lain, pertumbuhan ckonomi secara
nasional masih terlalu rendah, untuk
dapat menyediakan lapangan kerja
baru secara memadai. Akibatnya,
angka pengangguran terus meningkat
pada tahun yang sama. Tekanan
demografis juga dapat terjadi pada sisi
penawaran (supply side) tenaga kerja,
dimana pertumbuhan penduduk usia
kerja selama 2005-2009 diperkirakan
masing-masing hanya 1,3 persen dan
1,1 persen per tahun. Kecenderungan
tersebut  adalah  seba-gai  akibat
penurunan angka kelahiran  dan
kematian secara ber-kesinam-bungan.
Jika pemerintah lamban  dalam
mengatasi persoalan tersebut, maka

akan  diperkirakan = mempunyai
konsekuensi kebijakan yang tidak jelas
di masa mendatang.

: Ketiga, persoalan hﬂtélmga-
kerjaan yang menyangkut pelaksanaan
kerjasama antara pemerinah  dan

2008 2006 | 2007 2008
158491396 | 160811498 164115323 | 166641 050
105857653 | 106388934 109.941.359 | 111.547.265
66.79 66,16 66,99 &7.18
93958387 | 05456935 | 99.930.217 | 102.552.750
I1.899.366 | 10932000 | 10.011.142 | 9394515
_ — LM 1028 — 91l 539
; 52633.743 | 54422563 | 54176964 | S4.693.785
; 13581943 | 13590160 | 13.777.378 | 13.226.066
i ; 30.619.529 | 31977973 | 31.985.042 | 32.770.941
T Others. 7495751 § 432271 614430 | 8410548 |  E696.778
Sumber : BPS Indonesia, 2009
Kedua, persoalan demografis lembaga internasional. Masalah ini
yang mempengaruhi jumlah dan lerkait dengan lemahnya pertang-
komposisi  angkatan  kerja  di gungjawaban administrasi pela-yanan.

Sulitnya arus masuk modal asing dan
proteksionis sejumlah negara-negara
maju dalam menerima ekspor negara=
negara berkembang lebih disebabkan
oleh iklim investasi, pasar global
perilaku  birokrasi dan  berbagai
regulasi vang kurang kondusif bagi
pengembangan  usaha, disampi
persoalan terhadap tekanan kenaikus
upah di tengah dunia usaha yang
masih lesu dan persoalan pengelolaan
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
semakin buruk. Kondisi ini berdampak
langsung pada pelaksanaan otonom
daerah yang dalam banyak hal
belum melakukan sinkror
kebijakan, seperti melakukan u
reformasi birokrasi daerah.

Berbagai persoalan  ketel
kerjaan ditingkat pemerin i
nal di atas ternyata be
pengelolaan urusan ketega-ke
tingkat pemerintahan lokal. L
persoatan akuntabilitas p
ketenagakerjaan menyangk
soalan sentralisasi kebijakan
(Pemda dan DPRD) saat
mampu memunculkan inis
jakan yang s
dalam perencansan pen
ketenagakerjaan. Hal ini ter
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belum adanya “political will® Pemerintah
Daerah dalam merumuskan Perafuran
Daerah (Perda) khusus ketenagakerjaan
! yang berbdsiskan "locality”. Kebijakan ke-
tenagakerjaan yang diterapkan selama ini
masih mengacu kepada Undang-Undang
‘Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan. Kondisi ini tentunya menjelaskan
bahwa transfer of aurhority”  yang
diterima oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka desentralisasi pemerintahan bidang
ketenagakerjaan  belum  termanfaatkan
secara maksimal. Tidak munculnya inisia-
tif lokal Pemerintah Daerah dalam
menentukan dan merumuskan kebijakan
ketenagakerjaan tersebut juga telabh menye-
babkan responsivitas terhadap persoalan
etenagakerjaan di Daerah mengalami
kelambanan  dalam  proses  penye-
lesaiannya. Terlebih adanya persoalan
pengangguran yang semakin hari semakin
kompleks.,

PEMBAHASAN
A Alamtabiitss Pernerintaban Dacrah
Akuntabilitas pemerintahan  daerah
sangat berkailan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara demokratis,
baik secara politik maupun  secara
administratif. Dalam konteks ini, rakyat
Sebagai pemepang  kedaulatan ftertinggi
mempunyai  hak  unfuk  dipenuhi
einginannya oleh pemerintah. Optima-
asi perwujudan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah tidak teriepas dari
ngkat akuntabilitas kebijakan publik yang
dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan
dacrah, Terlebih adanya deseniralisast
elah  mengharuskan  lembaga  publik
menekankan pen-capaian kinerja organi-—
gasi sesuni dengan kebutuhan fokal. Selaras
dengan  argumentasi  di  atas, maka
Setijohadi (2006) mengungkapkan bahwa
sesungguhnya pelaksanaan  akuntabilitas
pemerintah daerah menyangkut 4 (empat)
spek  pokok. Pertama, pihak  yang
melasanakan akuntabilitas. Kedua, pihak
ang me-minta akuntabilitas. Aeriga,
neka-nisme (prosedur atau proses) pelak-
anann akuntabilitas. Keempat, standard

(indikator) untuk menilai akuntabilitas ju
sendiri. Pemahaman keempat kemponen
ini diharapkan dapat menghantarkan kajian
akunta-bilitas pemerintah daerah kepada
penguaatan kapasitas organisatoris fungsi
pemerintahan dalam melak-sanakan hak
otonominya. Berbeda dengan pendapat di
atas, O'Donnell (dalam Schacter, 2000)
menjelaskan terdapat dua model akun-
tabilitas di dalam lingkungan pamerintahan
dacrah. Pertama, vertical accoun-tability.
Pengertian akuntabilitas ini lebih kepada
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh
lembaga negara kepada warga negaranya.
Alunta-bilitas vertikal ini dapat dilakukan
secara langsung oleh rakyat melalui
pemilthan  umum  secara  langsung
(Pilkada), atau dilakukan secara tidak
langsung melalui organisasi masyarakat
sipil atau media massa. Kedua, horizontal
accowntability. Fokus akuntabilitas ini
adalah bagai-mana peran lembaga-lembaga
dacrah  membentuk koordinasi dalam
pelak-sanaan  fungsi birokrasi pemerin-
tahan daerah. Sedangkan Jabra dan
Dwivedi (1989) menjelaskan akuntabilitas
pe-merintah  daersh  lebih  cenderung
mengarah kepada akuntabilitas politik.
Adanya  political  approach  dalam
pelaksanaan fungsi pemerintahan  me-
nyebabkan kekuasaan pemerintah lebih
besar dalam menentukan dan mengen-
dalikan  bentuk  pertanggung-jawaban
publik. Pemahaman ini bisa dilihat dari
besarnya kekuasaan kepala daerah yung
dipiih secara langsung oleh rakyatnya.
Hubungan -antar aktor dalam siklus
akurdabilitas di atas  divakini mampu
mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan
kewenangan peme-rintah daerah dalam

menetukan  orientasi  pelayapan  yang
sebaiknya dilimpahkan kepada pihak
(institusi) lainnya. Model ini ju,g;}

diharapkan mampu mendesain strateg
capacity building penguatan  organisasi

peme-rintahan. Oleh karenanya,
dibutuhkan indikator utama yang dapat
dijadikan  panduan untuk  mencapai

keberhasilan pemerintah daerah seperti
pimpinan vang responsif (exemplary
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leadrship), forum debat  (debate),
koardinasi  (coordination),  otdddmn
(autonomy), kejeasan indikator dan standar
evaluasi kineda (clarity), negosiasi
(negotia-tion), kampanye akuntabilitas
(cam-paign), evaluasi dan umpan balik
(evaluation and feedback) dan adanya daya
tanggap terhadap perubahan lingkungan.
(Plumptre dafam Safleh and Iqbal, 1995).
Beberapa uraian konseptual di  atas
menegaskan bahwa optimalisasi pelak-
sanaan otonomi daerah saat ini akan sangat
terhantung dengan strategi, indikator dan
pihak yang terlibat dalam akuntabilitas
pemerintah daerah.

Dalam  perspektif  akuntabilitas
politik, makna akuntabilitas dapat di-
maknai sebagai pertanggungungjawaban
pemerintah  dalam  mengatur  urusan
pemerintah  yang  berkaitan  dengan
tercapainya tuntutan masyarakat. Menurut
Subarto  (2006), akuntabiitas  politik
biasanya dikaitkan dengan proses dan
mandatl pemila yang diberikan masyarakat
kepada para politisi yang menduduki posisi
legislatif dan eksekutif dalam suatu
pemerintahan.  Pengertian  ini  lebih
menkankan bahwa adanya keharusan bagi
elit politk untuk mempertanggung-
jawabkan kekuvasaan vyang didapatnya
melalui  Pemilihan  Umum  (Pemilu).
Mandat yang kuat mem-berikan ruang
legitimasi yang kuat kepada pemerintah
dalam merumus-kan kebijakan publik.
Senada dengan pendapat ini. Jabra dan
Dwivedi (1989) menjelaskan bahwa
akuntabili-tas politik dapat  dipahami
sebagai akuntabilitas lembaga pemerintah-
an yang berkaitan dengan legitimasi
program publik dan daya tahan organisasi
yang bertanggung jawab atas hak rakyat.
Akuntabilitas politik juga bermakna
sebagai akuntabilitas demokratis yang
berkaitan dengan kemampuan lembaga
pemerintahan  atau  pemimpin  politik
mengatur kewenangannya secara hirarkhi
dan berjemjang dari unit-unit yang paling
bawah sampai yang paling atas dalam
rangka menjalankan fungsi pernerin-tahan
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guna memenuhi kebutuhan warga negars
(Paut, 1999). y

Sementara, Keohane (2008) secas
khusus menjelaskan bahwa akunta :
politik terkait dengan beberapa meks
pemerintah dalam memenuhi kewa
nya ke-pada publik. Pertama, hiera
mechanisme. Mekanisme ini menegs
bahwa negara memiiiki batasan hi
dalam melaksanakan pertang
jawabannya k:epada publik. Meka
hirarkhis mempunyai peran penting de

mendelegasikan tugas pemmnmhan
tidak bisa dilaksanakan oleh insti

publik dibawahnya (subbodinate off
Kedua, supervisory mechanism.
mekanisme ini digambarkan bahwa
negara sangat besar dalam menjalank
fungsi peng-awasan bagi setiap organis
publik vang ada. Ketiga, fiscal mee
nisme. Mekanisme ini menekankan
titik fokus pemberian kewenangan [
sektor  budeeting dalam sebuah sis
pemerintahan. Pepgaturan anggaran pug
sebaiknya didistribusikan se-cara mes
kepada unit pemerin-tahan. Keempat, i@
mechanism. Instrumen akuntabilitas
meng-isyaratkan  pentingnya  legitin
(proses hukum) dalam menjalankan |
pemerintahan. Kelima, market mecha
Mekanisme ini meng-uraikan bahwa p
sektor swasta sengatlah besar df
mewujudkan pemerintshan yang &
tabel. Sektor swasta adalah penyem
pemerintah dalam menjalankan
tahan, khususnya dalam penyed
vestasi. Keenam, peer mechanism. M
nisme inl merupakan telagh  an
terhadap kemampuan orga-nisas
menjalankan fungsinya melalui
bangan kepemimpinan publik ya
memberikan dukungan bagi setiap
pemerintahan. Kﬂ:tujuh. public
tatignal. Mekanisme ini
trumen politik dalam meyakmkm— :
atas kemampuan pemerintah dals n
buat program-program  yang. (is
publik. Secara rinci
me akuntabilitas politik pess
sebut dapat dilihat pada tabel
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 Sementara dalam perspektif akun-
hilitas  adminisitrasi,  akunta-bilitas
emerintah Daerah dapat dimaknai secara
Jabra dan Dwivedi (1989)
'_jelaskan pengertian  akuntabilitas
administrasi  sebagai hubungan hirarki
.'..;n: jelas antara pusat pertanggung-
aban dan unit-unit dimana pe.rmtah

1 Hubungan hirarki  ind
emiliki batasan yang jelas baik dalam
ventuk aturan n-rgamsas: formal atau pun
am bentuk jaringan hubungan informal.
-:= joritas yang ditetapkan pada level atas
ditkuti dan kontrol pengawasan di-
.;- naka secara  intensif  dengan
:J.- ahaman tentang keharusan me-menuhi
; ‘ ntah. Senada dengan pengertian
sebut, Subarto (2006) menggambarkan

‘f" tabilitas ad-ministrasi sebagai
ajiban men-jalankan tugas yang telah

_ iberikan dan diterima dalam kerangka
'- ja  oforitas dan sumberdaya yang
ersedia, sehingpa kuntabilitas administrasi

LrLETEL

_'r' : SHTAKH

erkaitan  dengan  pelayanan  publik.
Pejabat  publik  dipercayakan  untuk
enghasilkan barang dan jasa dalam

gkn memenuhi  kepentingan publik
kaitannyva dengan pelayanan publik,
untabilitas  adminitrasi  adalah  suatu
ran yang menunjukan seberapa besar
ingkat kesesuian penyelenggaraan pe-
aya dengan uvkuran nilai-nilai atau
orma  yang cksternal yang ada di
jasyarakat atau yang dimiliki oleh
gakehofders, Milai dan nomma  yang
'kembang didalam masyarakat tersebut
i: ’!‘.aran}ra transparansi pelayanan, prinsip
3 ~adilan, jaminan penegakan hukum, hak
msi manusia, dan orientasi pelayanan
.-=.: dikembangkan dalam masyarakat
sengouna jasa.
~ Secara khusus, jika dikaitkan dengan
"."'*" pelayanan publik Carino (1991)
jelaskml bahwa akuntabilitas ad-
pinistrasi dapat dibedakan dalam dua
ategori  khusus.  Pertama,  internal
".. suntability to the public servant’s own
Ty mu..,anm Dafam  akuntabifitas  ini
diap tingkatan pada hirakhi orpanisasi,
etugas pelayanan publik diwajibkan untuk

=, b H '-.'|_I.

x

akuntabel kepada atasannya dan kepada
vang mengontrol pekerjaannya. Untuk ifu
diperlukan komitmen dan keahlian serta
pengetahuan untuk pelaksanaan tugas-
tugasnya sesuai dengan posisi pekerjaan.
Dalam tataran empiris. dapat dilihat dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Instansi
Pemerintah (LAKIP). Walaupun, LAKIP
faktanya merupakan pertang-gungjawaban
manajemen, yakni bentuk pertanggung-
Jjawaban antara bawahan dan atasan (LAN
dan BPKP, 3000), Kedun, eksternal
accouniability fo  the individual and
arganization outside public servant’s own
organization. Akuntabilitas ini di-artikan
sebagai kemampuan untuk menjawab
seliap pertanyaan dari penerima jasa yang
berhubungan dengan capaian kinerja
pelaksanaan tugas dan wewenang pemerin-
tah.Dengan kata lain, pelayan publik
haruslah dituntut tidak hanya akun-tabel
pada atasan dan bawahnannya saju tefapi
juga dengan penerima jasa pelayanan yang
dilayaninya. Oleh karenanya, diperlukan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan
dan program yang telah direncanakan.
Dalam perspektif vang berbeda,
makna akuntabilitas administrasi  juga
dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi
fungsi administrasi (birokrasi) pemerin-
tahan. Menurot Mahsun (2006), terdapat
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
untuk mewujudkan akuntabilitas adminis-
trasi pemerintahan daerah. Pertama,
adanya leadership yang berkaitan dengan
kemampuan pemimpin dalam  men-
jalankan  birokrasi. Kedua, adanya
reciprocation yang menjamin keterbukaan
dan mendorong inovasi, transparansi dan
kejelasan (clarity) tujuan organisasi.
Ketiga, aspek eguity yang berkaitan
dengan penciptaan kepercayaan dan kre-
dibilitas organi-sasi. Keempat, aspek trust
vang berkaitan dengan penciptaan pola
hubungan antar lembaga yang tercermin
dengan loyalitas dalam menjalankan
pemerintahan. Kelima, aspek transparancy
dalam rangka membangun pemerintaian
yang bersih. Keenam, aspek clarity yang
bertujuan untuk melaksanakan wewe-nang
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dan memenuhi tanggung jawab instistusi.
Setficitara, Piesre dan  Peters  (2000)
menjelaskan bahwa akunfa-bilitas ad-
ministrasi adalah salah satu prinsip
governance yang meliputi empat fokus
utama, yaitu transparansi, fairmess,
akuntabilitas, dan respon-sibilitas. Dengan
demikian konsep akuntabilitas adalah salah
satu prinsip penting governanice, Sedang-
kan, menurut Ranson dan Stewart (1994),
pengerlian akuntabilitas administrasi lebih
mengarah  kepada fungsi organisasi
pemerintah yang memiliki kewenangan
publik untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat malalui komunikasi
publik, dan pelaksanaan struktor ad-
ministrasi publik.

B. Esersi Urpsan Wajihy Ketermonlerjaan
Batasan konsep ketenagakerjaan
memiliki berbagai macam ruvang lingkup.
Secars normatif, diefinisi ketenagakerjaan
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 tentzng Kelenagakerjaan.
Dalam regulasi ini pengertian ketenasa-
kerjaan dimaknai sebagai “segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada
wakto sebelum, selama dan sesudah masa
kerja”. Sedangkan, pengertian konsep
tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu  melakukan  pekerjaan  guna
menghasilkan barang danfatau jasa baik
untuk  memenuhi  kebutvhan  sendiri
maupun  untuk masyarakal. Dengan
demikian definisi konsep kefenagakerjaan
berkaitan dengan seranghkaian  aktivitas
birokrasi yang wajib dilakukan oleh
pemerintah dalam wemenubi hak dasar
warga negara, sedangkan, tenaga kerja ber-
kaitan dengan sumber daya manusia yang
ingin atau telah mendapatkan pekerjaaan,
Sejalan dengan pe-mahaman tersebut,
Simanjuntak (1985) menjelaskan penger-
tian tenaga kerja (mampower) adalah
penduduk  yang sodah, sedang mencari
kerja dan vang melakukan pekerjaan lain
seperti  sekolah dan mengurus rumah
tangpa. Sedanrian menurut Husni (2003)
tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan
bukan angkatan kerja. “Angkatan kerja™
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terdiri dari yang bekerja dan yang ma
widricari pekerjadn (penganggur), seda
kan “bukan nngkaian kexja"' -'1
masyarakat yang bekerja  penuh @
setengah menganggur. A
Berbeda dengan pendapat diats
Soeroto  (1983) menjelaskan beberap
konsep yang harus dipahami
menganalis aspek kajian ketenaga-kena
Pertama, tenaga kerja (manpower),
kerja adalah penduduk dalam usi
(1564 tahun) atau jumlah
penduduk dalam suatu negara yang ds
memproduksi barang dan jasa jika
permintaan terhadap tenaga kerja tere
dan jika mereka mau berpartisipasi da
aktivitas tersebut. Kedua, angkatan K
{labowr force) yakmi tenaga kerja |
terlibat dalam kegiatan produktif §
produksi barang dan jasa. Ketiga, tin
partisipasi angkatan kerja (fabour §
participarion rare} yakni jumiah angk
kerja dalam  suatu  kelompok
Keempat, tingkal pengangguran (us
ployment) yakni angha yang menuniy
berapa banyak dari jumlah angkatan &
vang sedang akiif mencari pekeg
Kelima, pengangguran terbuka (g
unem-playment). Keenam, setengah
ngangour  (under  employment) W
perbedasn jumlah pekerjaan di-kerjs
seseorang  dalam  pekerjaan-nya de
jumlah pekerjaannya dengan ju
pekerjaan yang normal dan
diinginkannva. Keryuh, sefen
nganggur dengan alasan bekerja ti
(part  time).  Kedelapan, cEle
menganggur yang tidak kentara (Tm
Unem-ployment)  yakni  bekeda
penuh (full time) tetapi pekerjaanng
dianggap tidak mencukupi pendapats
tidak mengembangkan seluruh kes
nya. Kesembilan, pengang-guran
kentara (disguised unempl
angkatan kerja yang di mas
kegiatan bekerja, tetapi sebetulnya |
adalah pengangpur jika di lihat ds
produktivitasnya. Kesepuiluh,
guran friksional adalah pe-ngar
vang terjadi akibat pindahnya ses
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ari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang
gin. Kesebelas, pengangguran struktural
gala pengangguran  yang disebablan
garena ketidak cocokkan antar struktur
ara pencari kerja terhadap keterampilan
:penuintaantmagakmja.

snagakerjaan yang terjadi pada waktu
ang dan mendatang serta usaha untuk

nasalah  ketenagakerjaan, merumuskan
tuiuan ketenagakerjaan dan merencanakan
sendekatan  yang  sistematik  guna
menghindari masafah atau mencapai tujuan
ebut, Perencanaan tenaga kerja atau
(nanpower plarming) adalah “the systenic
nreparation of mutual consisten policies 1o
provide jobs for men on one hand and men
jobs on the jobs" (Dewit dalam Soeroto,
1983). Berbeda dengan pendapat tersebut,
Swasono  dan Sulistyaningsih  (1983)
menjelaskan  perencanaan  lenaga kerja
adalah suatn  proses pengumpulan in-
formasi secara reguler dan analisis situasi
dan trend imtuk masa kini dan yang akan
idatang dari permintaan dan penawaran
tenaga kerja, termasuk faktor-faktor yang
‘menyebabkan adanya ketidakseimbangan
Eﬂan pe-nyajian pilihan-pilihan terhadap
lupaya pengambilan keputusan kebijakan
ldan program aksi sebagai bagian dari
iproses  perencanaan {pembangunan).
Pendapat ini menjelaskan bahwa peren-
‘canaan tenaga kerja adalah rencana
‘kebijakan publik vang harus dibuat
‘pemerintah  yang berkaitan  dengan
‘pengumpulan data, perumusan analisa, dan
perumusan rekomendasi kebijakan untuk
memecahkan masalah-masalsh ketenaga-
kerjaan.

Penelusuran  konsep  perencanaan
tenaga kerja dapat pula dilibat dart bentuk
pelaksanaannya. Soeroto (1983) membagi
percncandan  lenaga kerja kedalam dua

bentuk. Pertama, perencanaan tenaga kerja
mikro. Perencanaan tenaga kerja dilaksana-
kan dalam bentuk kesatuan unit organisasi
seperti perusahaan, lembaga peme-rintah
dan swasta, Dalam domain ini, masalah
yang hendak dicapai adalah pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja yang dinginkan
oleh lembaga tertentu dan dimaksudkan
untuk pengisian permintaan struktur tenaga
kerja bagi organisasi (lembaga) yang mem-
butuhkan. Kedua, perencanaan tenaga kerja
makro. Perencanaan  ini  menyanghut
perencanaan tenaga kerja yang dilakukan
dengan membuat agregasi menurut sektor
atau menurut jenis jabatan dan lain-lain
khususnya dalam konteks negara, provinsi
atau kota. Perencanaan ini merupakan
bagian integral dari perencanaan sosial
ekonomi sebush wilayah yang me-miliki
perencanaan pembangunan. Masalah yang
hendak dicapai dalam perencanaan lenaga
kerja makro adalah memenuhi kekurargan
(shor-tages) atau kelebihan (surpluses)
tenaga kerja dalam suatu wilayah atau
orgamisasi  tertentu  (Swasono  dan
Sulistyaningsih  (1983).  Perencanaan
tenaga kerja makro juga meng-gambarkan
perencanaan  ketenaga-kerjaan  yang
mengarah  kepada  kebutuhan  sebuah
organisasi publik secara keberlanjutan
(Zainun, 1985). Dari beberapa uraian
konsep pe-rencanaan tenaga kerja diatas,
maka dapat digambarkan bahwa peren-
canaan tenaga kerja adalah  instrumen
penting bagi pemerintah untuk mengatasi
persoalan ketenagakerjaan, baik pada level
nasional maupun pada evel lokal.

D, Kesempatan Koa dan Pengangguran
Kesempatan kerja dan pengang-
guran adalah dua konsep ketenagakegaan
yang saling berkaitan. Keterkaitan
hubungan tersebut timbul karena kurang-
nya penyediaan la-pangan kerja atau
kurangnya pendayagunaan sumber daya
manusia serta rendahnya produktivitas
tenaga kerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh
semakin lebarmya jurang antara harapan
memperoleh pekerjaan dikalangan pemuda
herpendidikan dengan penyediaan lapang-
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an kerja di kota (wrban area) dan desa
(rural area}. Akibatnya kesempatan k&EE
dan ketiadaan lapangan kerja

kan masyarakat menjadi pengangguran
(fobless). Fenomena ini sering terjadi pada
negard-negara berkembang, seperti di
Indonesia.

Menurut Edwards (1974) dalam
bukunya "Employment in Developing
Natigns ™ dijelaskan bahwa terdapal tiga
alasan utama mengapa terjadi masalah
rendahnya kesempatan kerja dan tingginya
pengangguran di negara-negara berkem-
bang Perfama. karena adanya pengang-
guran yang kronis schingga mempengaruhi
kualitas, tranformasi dan perencanaan
tenaga kerja yang diciptakan pemerintah.
Kedua, masalah ketenagakerjaan di dunia
ketiga mempunyai dampak yang jauh lebih
kompleks sehingga sulit bagi pemerintah
dalam memenuhi dan meningkatkan
permintaan agregat tenaga kerja. Aerfga,
penyebab pengangguran di negara ber-
kembang selalu dihubungkan dengan ling-
kungan dan taraf hidup yang rendah, yang
jarang dialami oleh negara-negara maju.
Untuk itu diperlukan keterlibatan dan
kebijakan bersama antara negara-negara
berkembang dengan negara-negara maju
Disinilah arti penting hadimya elemen
internasional (sound governance) dalam
sektor ketenagakerjaan, khusus-nya dalam
mengatasi pengangguran,

Pengangguran di Indonesia menjadi
persoalan publik yang sangat kempleks.
Kompleksiias persoalan tersebut harus di
minimalisir oleh pemerintah  dengan
prinsip  "accoun-fability”. Berdasarkan
kajian Badan Pusat Statistic (BPS)
Indonesia  (2008), pengangguran  di
Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi
dua kelompok besar. Pertama, pengang-
guran ferbuka, yaitu seluruh angkatan kﬂr_]a
yang mencari kerja. Baik para pencari
kerja baru (first time job), maupun mereka
yang sebelumnya pernah bekerja. Kedua,
setengah pengangguran yaitu mereka yang
bekerja kurang 35 jam dalam seminggu
Ironisnya, angka pengang-guran di
Indonesia lebih banyak di perkotaan,
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karena industri yang rata-rata padat m
{teknologi) membutuhkan hnllﬁkns:
yang mampu beradaptasi dengan i€
nologi. Mamun ternyata, kebanyak
angkatan kerja di Indonesia tidak me
punyai kemampuan tersebut.
Menurut Soeroto (1983) persos
ini muncul lebih di-karenakan
paradox kharak-teristik  pengangg
Indonesia.  Pertama, pengang
perkotaan tiga kali lebih besar
pengang-guran di pedesaan. F
desa lebih banyak bermigrasi ke
Logika yang dipakai seharusnya ae
karena lebih banvak orang mengangg
kota, maka lapangan pekerjaan di
lebih sedikit ketimbang di desa. konds
terjadi karena di perkotaan pnkmj '
dianggap mempunyai arti da
wilayah pedesaan. Kedua, pen
terbuka di kalangan kaum mud
besar daripada kalangan dewasa,
perusahaan maupun organisasi pere
selalu merekrut lulusan baru d=
mereka yang berusi di atas 300
Ketiga, pengangguran terbuka di ka
wanita lebih besar daripada pria. K&
pengangguran terbuka dikala
terdidik lebih besar daripada peker
terdidik. Kelima, pada level SMU
pengangguran  terbuka lebih
daripada SMP walaupun i
perbedaan upah yang signifikan. &
pertumbuhan ekonomi di Indoness
kurang kondusif, Ketujuh,
ngangguran terbuka hampir df
tingkat pendapatan, artinya menes
bekerjn dengan tingkat upah bes
Kedelapan, tingkat pengangguran
di beberapa provinsi seperti S
Selatan, Aceh, Kalimanatan _
Maluku dan Papua lebih besar
lipat dari kabupaten
Kalimantan Tengah. Pad
tersebut adalah daerah yang K
sumberdaya alam yang melimpal

CEATE
L.




JUBNAL ILMU SOSIAL Vol. 8, No.1 April 2010

E. Transformasi dan Produktivitas

Tenaga Kerja
_ Transformasi tenaga kerja adalah
proses dimana fefjadinya  gerak-an
mobilitas antar sektor lapangan pekerjaan
yang dapat memacu angkatan kerja untuk
welakukan usaha dalam  membuka
lapangan keda, Misalnya, perubahan
lapangan peker-jaan dari sektor pertanian
ke industri. Zainun (2000) mengelom-
pokan beberapa sektor  transformasi
Hlapangan pekerjaan ketenagakerjaan di
lIndo-nesia. Pertama, sektor yang meliputi
Eperta:ﬁam kehutanan, perburuan, dan

fkanan, Kedwa, pertambangan  dan
penggalian.  Ketiga, sektor Industri

ngolahan atau industri  manufaktur.
ﬁfeempar, listrik, gas, dan air. Kelima,
hangunan. Keenam, perdagangan besar,
‘eceran, rumah makan dan hotel. Ketujuh,
lcckior  angkutan, pergudang-an,  dan
ikomunikasi, Kedelapan, sektor kevangan,
asuransi, usaha persewaan bangunan dan
tanah, serta jasa perusahaan. Kesembilan,
lsektor jasa  kemasyarakatan. Dalam
perspektif lain transformasi tenaga kerja
idapat pula dikelompokan menurut jenis
ipekerja-an. Pertama, tenaga profesional,
dcknisi dan sejenisnya. Kedua, tenaga
kepemimpinan dan ketafalaksamaan. Ke-
figa, tenaga tata usaha dan sejemisnya.
\Keempat, tenaga usahz penjualan dan
enapa usaha jasa. Kelima, tenaga usaha
bpertanian,  kehutanan, perburvan, dan
perikanan. Keenam, lenaga produksi,
\operasi alat angkutan, dan pekerja kasar.
_ Secara  konseptual upaya  lrans-
formasi tenaga kerja akan berhadapan
dengan  berbagai  persoalan publik.
Selanjutnya, Zainun (1985) menjelas-kan
terdapat beberapa masalah mendasar yang
dapat mempengaruhi upaya peningkatan
ansformasi  tenaga kerja. Perfama,
menyangkut kebijakan kependudukan yang
perkaitan dengan upaya menekan [aju
pertumbuhan penduduk. Kedua, berkaitan
dengan penyebaran penduduk. Ketiga, me-
nyangkut kualitas tenaga kerja yang dilihat
dari dari tingkat pendidikan yang dicapai.

Keempat, berkaitan dengan adanya
kesenjangan antara program pendidikan
dengan arsh pembangunan. Hal ini
ditunjukkan dengan semakin tingginya
pendidikan semakin kesulitan dalam
mendapatkan pekerjaan. Kelima, kurang
berkem-bangnya informasi pasar tenaga
kerja schingga menimbulkan kesenjangan
permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Keenam, menyangkut perkembangan
sektor formal dan informal. Ketujuh,
berkaitan dengan perkem-bangan di seldor

pertanian  (pedesaan) dan  industri
(perkotaan). Faktor-faktor inilah yang
lambat Jaum  akan menghambat

produktivitas tenapa kerja. Produktivitas
tenaga kerja akan baik jika adanya akun-
tabilitas pemerintah dalam merumuskan
kebijakan perencanaan tenaga kerja yang
efektip.

Dalam rangka meningkatkan
produktivitas tenaga kerja, maka di-
perlukan beberapa pemahaman konseptual
yang merupakan kajian strategis guna
mengatasi persealan  ketenagakerjaan.
Simanjuntak (1984) menjelaskan terdapat
beberapa faktor yang berkaitan dengan
persoalan tersebut. Pertama, peningkatan
latihan kerja. Program ini mempunyai dua
sasaran, yailu tenaga yang sudah bekerja
dan tenaga kerja yang segera akan bekerja.
Kedua, peningkatan manajemen yang
berkaitan dengan optimalisasi semua
sarana produksi, sumber daya organisasi
dan mencip-takan kondisi dan lingkungan
kerja yang nyaman untuk bekerja. Ketiga,
peningkatan kesempatan berusaha yang
berkaitan denpan terciptanya kebijakan
pemeriniah  dibidang  ketena-gakerjaan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat saal
ini. Avempar, melaku-kan Kkampanye
produktivitas yang  bertujuan  untuk
meningkatkan kesada-ran masyarakat akan
pentingnya optimalisasi produktivitas kerja
agar manghindari konflik ketenagakerjaan.
Konklusi dari argumentasi di atas adalah
usaha peningkatan produk-fivitas tenaga
kerja sangat berkaitan dengan banyak
faktor seperii kebija-kan pemerintah,
sumber daya organisasi dan authority yang
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Pelaksanaan  akuntabifitas  politik
Pemerintah  sebaiknya mempehatikan
bebera  aspek dan  relaitas  yang
berkembang, Pertama, ke~
bijakan ketenagakerjaan yang di-lakukan
oleh Pemerintah Daerah saat ini belum
terorientasi pada pola  pembangunan
terpadu. Pembangunan yang dilakukan
masih parsial dan terkesan muncul ego
sektoral. Kedwa, tidak adanya inisiafif
merumuskan Perda khusus ketenaga-
kerjaan dalam mengoptimalkan uwrusan
ketenaga-kerjaan. Inisiatif ini tidak muncul
baik dari Pemda maupun DPRD. Perda
yang ada hanya bersifat Perda retribusi,
bukan Perda yang dapat merespon tuntutan
masyarakat di bidang ketenapakerjaan.
Ketiga, legiti-masi dan kewenangan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
urusan ketenagakerjaan belum jelas yang
ditandai oleh munculnya tumpang tindih
kewenanpgan antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi dan  Pemerintah
Daerah. Keempar, meka-nisme penyeleng-
garaan urusan  ke-tenagakerjaan  masih
bersifat fop down. Perwujudan aspirasi
masih dilakukan oleh Pemda dan DPRD
dan belum terpola pada penyelengzaraan
penge-lolaan internal organisasi melalui
struktur dan budaya organisasi. Kelima,
partisipasi masyarakat masih rendah. Hal
ini nampak dari pelak-sanaan Musrenbang
yang bersilal hanya formalitas.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas
administrasi. Pemerintah Daerah tedaat
hal-hal pokok yang harus diperhatikan,
Pertama, program kerja yang dikembang-
kan sudah terfokus pada pelaksanaan
upaya membuka kesempatan kerja,
pendayagunaan tenaga kerja, penciptaan
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investasi yang terbuka dan
mediasi terhadap persoalan
hubu-ngan industrial antara p
pihak perusahaan, Kedua, duk
kelembagaan dalam mngka :
garasn urusan k
memadai hal ini dapat dilihat
sarana dan prasarana seperti tr
darat, faut dan udars. Keadaan
didukung oleh kondisi sosial pall
kondusif. Kefiga, telah ditem
koordinasi  antar  institusi
kewajiban ~ menyelenpgparakan
ketenagakerjaan belum begitu mak-s
Hal ini dapat dilihat dari adanya tumg
tindih kewenangan dalam melak
program kenagakerjasan. Misalnya, |
pendidikan memiliki BLK
Dinas Tenaga kerja juga ada. Hs
menyebabkan pola koordinasi tidak B
jelas. Disamping itu peranan aktop
terfibat tidak hanyn di dominasy
Pemerintah Daerah. Sementara
Pemereintah Provinsi dan Pemeritah’
swasta dan swakeholders lainnya
bertangzung jawab. Realitas
tejadi akibat adanya otonomi
desentralisasi  yang diberikan
pemerintah  daerah dalam m
garakan urusan kefenagakerjaan &
salah satu wrusan wajib daerah, E
sisi, peranan pihak swasta dan I§
internasional belum begitu nam
swasta belum mampu m
investasinya karena birokrasi d
belum men-dukung, Sedangkan, le
infer-nasional adalah lembaga i
dapat berpartisipasi 'Langsun,_g =
karena menjalankan  fungsi of
secara regulatif,
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